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RESUME HASIL SERTIFIKASI AWAL 

PADA IUPHHK-HA PT BAKTI DWIPA KARIZA 

DI KABUPATEN KAPUAS HULU PROVINSI KALIMANTAN BARAT  

 

1. IDENTITAS LVLK 

a. Nama Lembaga : PT TRUSTINDO PRIMA KARYA 

b. Nomor Akreditasi : LVLK-010-IDN 

Masa Berlaku 27 September 2016 – 26 September 2020 

c. Alamat : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1 

Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Samarinda.75121 

d. Telepon 

Email 

: 0541 – 747798 

trustindoprimakarya@gmail.com  

e. Penanggung Jawab 
LVLK 

: Ir. Kurnia 

f. Tim Audit : 1. Ir. Suhardi (Lead Auditor) 
2. Ir. Harijadi  (Auditor) 
3. Adi Supriadi, S.Hut., M.Si (Auditor) 

g. Tim Pengambil 
Keputusan 

: Ir. Kurnia 

 

2. IDENTITAS AUDITEE 

a. Nama Auditee : PT Bakti Dwipa Kariza 

b. SK IUPHHK-HA :  No.: 423/Menhut-II/2006 tanggal 15 Agustus 2006 Jo 
SK.50/Menhut-II/2012 tanggal 2 Februari 2012 

c. Luas dan Lokasi : 11.010 Hektar 

Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat 

d. Alamat Kantor : Jl. Alianyang Gg. Kencana II, No. 10 RT/RW 004/003, 
Kel. Sei Bangkong, Pontianak 

e. No. Telepon/Fax/Email : (0561) 768 554 

f. Pengurus Perusahaan : - Direktur Utama : Ricky Helfrandi 
- Direktur              : Tony Budiman 
- Komisaris           : Ir. Sutjipto Tanady 

g. Management Representatif : Agus Candra, S.Hut 
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3. RINGKASAN TAHAPAN VERIFIKASI LK 

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan 

Konsultasi Publik - - 

Pertemuan Pembukaan Simpang Silat PT 
BDK, 

16 Januari 2017 

Menyampaikan dan memberikan 
penjelasan singkat terkait hal-hal sebagai 
berikut : 

a. Sasaran dan ruang lingkup verifikasi, 
tahap dan kegiatan audit lapangan 
beserta metodologinya, standar acuan 
yang digunakan dan susunan tim 
audit. 

b. Menyampaikan aturan Penilikan VLK 
termasuk ketentuan tentang 
kerahasiaan dan ketidakberpihakan. 

c. Meminta surat kuasa dan/atau surat 
tugas Manajemen Representatif. 

d. Menandatangani BA Pertemuan 
Pembukaan. 

 

Verifikasi Dokumen dan 
Observasi Lapangan 

Simpang Silat PT 
BDK dan Areal 
Kerja PT BDK, 

17 – 18 Januari 2017 

a. Mengumpulkan, mempelajari dan 
menganalisa dokumen/data/laporan 
produksi dan penjualan. 

b. Melakukan pengamatan, pencatatan, 
uji petik, wawancara dan penandaan 
ketelusuran kayu. 

c. Menganalisis hasil verifikasi dokumen 
dan observasi lapangan menggunakan 
acuan sesuai Lampiran 2.1. Perdirjen 
PHPL Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 

 

Pertemuan Penutupan Simpang Silat  

PT BDK, 

19 Januari 2017 

a. Pemaparan hasil verifikasi lapangan 
dan meminta konfirmasi persetujuan 
hasil penilaian dari auditee. 

b. Penyampaian catatan ketidaksesuaian 
dan konfirmasi waktu pemenuhan 
LKS. 

c. Membuat dan mendatangani BA 
Pertemuan Penutupan. 

 

Perjalanan Kembali 

 

20 Januari 2017  
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Pengambilan Keputusan Samarinda, 

02 Februari 2017 

a. PT Bakti Dwipa Kariza dinyatakan 
telah MEMENUHI  Penilikan Ke-1 
Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) sesuai 
Lampiran 2.1. Perdirjen PHPL Nomor 
P.14/PHPL/SET/4/2016 

b. Kepada PT Bakti Dwipa Kariza dapat 
diterbitkan Sertifikat Legalitas Kayu 
(S-LK). 
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4. RESUME HASIL PENILAIAN/VERIFIKASI : 

 

PRINSIP 1 : Kepastian areal IUPHHK-HA, IUPHHK-HT, IUPHHK-RE, dan Hak 
Pengelolaan. 

 

Kriteria 1.1. : Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produksi. 

 

Indikator 1.1.1. : Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha 
Pemanfaatan 
Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dan izin lain yang berada dalam kawasan 
hutan yang dikelola IUPHHK. 

 

Verifier Memenuhi/ 

Tidak 
Memenuhi/ 

Not Applicable 

Ringkasan Justifikasi 

a. Dokumen legal terkait 
perizinan usaha (SK 
IUPHHK). 

Memenuhi 1. Terdapat Dokumen SK IUPHHK-HA dan 

peta lampirannya Nomor : 

SK.423/Menhut-II/2006 Tgl 15 Agustus 

2006; tentang Pembaharuan Izin Uaha 

Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada 

Hutan Alam CV. Bakti Dwipa Kariza atas 

Areal Hutan Produksi seluas ± 11.010 Ha di 

Provinsi Kalimantan Barat, kemudian 

terdapat perubahan badan hukum (CV 

menjadi PT) berdasarkan SK, Menhut 

Nomor : SK.50/Menhut-II/2012 tentang 

Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan 

Nomor SK.423/Menhut-II/2006 tanggal 15 

Agustus 2006 tentang  tentang 

Pembaharuan Izin Uaha Pemanfaatan Hasil 

Hutan Kayu Pada Hutan Alam CV. Bakti 

Dwipa Kariza atas Areal Hutan Produksi 

seluas ± 11.010 Ha di Provinsi Kalimantan 

Barat ;  

2. Peta lampiran SK.423 Skala 1 : 100.000 (luas 

konsesi 11.010 Ha berupa kawasan HPT); 

3. Akte Pendirian  Perusahaan CV. BDK 

Notaris Zachrias Agus Hasyim Ahmad, SH 

No.49 tanggal 19 Mei 1993. 
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4. Akte Perubahan Persh (CV ke PT) Notaris 

Agung Sri Sadhono, SH No. 16 tanggal 10 

Mei 2010 

5. Akte Perubahan terakhir Notaris Irawati 

Yalesperdani, SH. Nomor 08 tanggal 14 

Desember 2012 

- Susunan Pengurus PT. BDK sbb : 

 Direktur Utama  : Ricky Helfrandi 

  Direktur   : Tony Budiman 

 Komisaris   : Ir. Sutjipto 

Tanady 

6. NPWP No. 01.564.324.0-701.000 

b. Bukti pemenuhan 
kewajiban Iuran Izin 
Usaha Pemanfaatan 
Hasil Hutan Kayu. 
(IIUPHHK). 

Memenuhi Terdapat SPP IIUPH dan Bukti Setornya 

seperti berikut : 

- SPP IIUPHHK No. S.221/VI-

BIKPHH/2005 tanggal 28 April 2005 

- Bukti Setor IIUPHHK senilai 

Rp.550.000.000 lewat Bank Mandiri tanggal 

29 April 2005 (Lunas Sesuai Cap dari Bank 

Mandiri Cabang Pontianak-Tanjungpura; 

- Surat Dirjen BPK Cq. Direktorat Bina Iuran 

Kehutanan dan Peredaran Hasil Hutan No. 

5762/BIKPHH/I/06 tanggal 13 Sept 2006 

tentang IIUPHHK PT. BDK di 

Prop.KalBar.; 

- Bukti Setor IIUPHHK senilai Rp.500.000 via 

Bank Mandiri tanggal 14 September 2006 

- IIUPHHK atas nama CV. Bakti Dwipa 

Kariza telah dibayarkan sesuai dengan SPP  

IIUPHHK 

c. Penggunaan kawasan 
yang sah di luar 
kegiatan IUPHHK 
(jika ada). 

Not Applicable Pada areal kerja IUPHHK-HA  PT. Bakti Dwipa 

Kariza tidak terdapat data dan informasi 

tentang izin usaha yang sah di luar kegiatan 

IUPHHK 

 

PRINSIP 2 : Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah. 

 

Kriteria 2.1. : Pemegang izin memiliki rencana penebangan pada areal tebangan yang 
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disahkan oleh pejabat yang berwenang. 

 

Indikator 2.1.1. : RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/Bagan Kerja / 
RTT) disahkan oleh yang berwenang. 

 

Verifier Memenuhi/ 

Tidak 
Memenuhi/ 

Not Applicable 

Ringkasan Justifikasi 

a. Dokumen 
RKUPHHK/RPKH, 
RKT/Bagan Kerja/ 
RTT beserta 
lampirannya yang 
telah disahkan oleh 
pejabat yang 
berwenang, meliputi : 

 Dokumen 
RKUPHHK/RPKH 
& lampirannya 
yang disusun 
berdasarkan 
IHMB/risalah 
hutan dan 
dilaksanakan oleh 
Ganis PHPL Timber 
Cruising dan/atau 
Canhut. 

 Dokumen 
RKT/RTT yang 
disusun 
berdasarkan 
RKU/RPKH dan 
disahkan oleh 
pejabat yang 
berwenang atau 
yang disahkan 
secara self approval. 

 Peta rencana 
penataan areal kerja 
yang dibuat oleh 
Ganis PHPL 
Canhut. 

Memenuhi 1. Dokumen RKUPHHK-HA Berbasis IHMB 

Periode Tahun 2012 – 2021 atas nama  PT. 

BDK telah disahkan sesuai SK Menteri 

Kehutanan Nomor : SK..70/VI-BUHA/2012 

Tanggal 16 Agustus  2012; 

2. Terdapat RKT tahun 2016 yang telah 

disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan 

Provinsi Kalimantan Barat Nomor 89/Kpts-

II/BPHKP/2016 tanggal 28 April 2016; 

3. Terdapat Ganis Canhut  atas nama Agus 

Candra Pramudiana, S.Hut dengan 

Register Nomor 00009-

10/CANHUT/XVII/2010 

b. Peta areal yang tidak 
boleh ditebang pada 

Memenuhi 1. Pada peta RKT 2016 arsiran tergambar 
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RKT/Bagan 
Kerja/RTT dan bukti 
implementasinya di 
lapangan. 

sungai yang berada di areal kerja PT. BDK 

dan sesuai dengan buku RKL/RPL  

diketahui ada 4 sungai yaitu Sungai Silat, 

Suwang, Basan dan Merit, dimana ke-4 

sungai tersebut menjadi kawasan lindung  

seluas ± 569 Ha yang perlu 

dikelola/dipantau terus menerus oleh PT. 

BDK; 

2. Selain itu tergambar Buffer Zone Hutan 

Lindung yang terdiri dari HL.Sebruang I 

dan Sebruang II sebagai kawasan lindung 

seluas ± 668 Ha  

3. Hasil Pengecekan di lapangan dapat 

dijumpai adanya penandaan batas 

sempadan sungai Jintan  dengan koordinat 

N. 000 15’ 58,1” ; E.1120 06’ 58,6”,  

4. Terdapat Kebun Benih dengan koordinat  

N. 000 15’ 14,6” ; E. 1120 08’ 15,3” 

c. Penandaan lokasi blok 
tebangan/ blok 
RKT/petak RTT yang 
jelas di peta dan 
terbukti di lapangan. 

Memenuhi 1. Pada Blok tebangan RKT 2016 terdiri dari 4 

Petak yaitu D11, D12, E11 dan E12 yang 

tergambar pada peta RKT 2016 yang telah 

disahkan dan terdapat tanda cap/stempel  

pengesahan Dinas Kehutanan Kalbar pada 

masing-masing petak . Petak tersebut 

sesuai dengan Buku RKUPHHK-HA 

Periode 2012 - 2021  

2. Hasil Pengecekan di lapangan dapat 

dijumpai adanya penandaan berupa plang 

batas blok RKT 2016 yang berada di petak 

D11 dengan koordinat  : N.000 14’ 19,8” ; E. 

1120 10’ 05,3”, dimana batas blok RKT 2016 

tersebut ditandai dengan cat warna merah 

strip satu (/) dan posisinya sesuai Peta RKT 

2016 yang disetujui oleh Diishut Kalbar 

dengan tanda cap/stempel 
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PRINSIP 2 : Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah. 

 

Kriteria 2.2. : Adanya rencana kerja yang sah. 

 

Indikator 2.2.1. : Pemegang izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan 
peraturan yang berlaku. 

 

Verifier Memenuhi/ 

Tidak 
Memenuhi/ 

Not Applicable 

Ringkasan Justifikasi 

a. Dokumen Rencana 
Kerja Usaha 
Pemanfaatan Hasil 
Hutan Kayu 
(RKUPHHK) (bisa 
dalam proses) dengan 
lampiran-
lampirannya. 

Memenuhi Dokumen RKUPHHK-HA Berbasis IHMB 

Periode Tahun 2012 – 2021, PT. BDK telah 

disahkan sesuai SK Menteri Kehutanan Nomor 

: SK.70/VI-BUHA/2012 Tanggal 16 Agustus 

2016 dan terdapat lampiran Peta RKUPHHK-

HA dan surat Pertimbangan Teknis dari 

Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan 

Barat sebagai kelengkapan dokumen 

RKUPHHK-HA PT. BDK diatas 

b. Kesesuaian lokasi dan 
volume pemanfaatan 
kayu hutan alam pada 
areal penyiapan lahan 
yang diizinkan untuk 
pembangunan hutan 
tanaman industri. 

Not Applicable PT. Bakti Dwipa Kariza merupakan pemegang 

IUPHHK-HA yang menerapkan sistim 

silvikultur TPTI dan tidak melakukan 

persiapan lahan untuk penanaman HTI.  

 

PRINSIP 3 : Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu bulat. 

 

Kriteria 3.1. : Pemegang izin menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari 
Tempat 
Penimbunan Kayu (TPK) hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke 
industri primer hasil hutan (IPHH)/pasar, mempunyai identitas fisik 
dan 
dokumen yang sah. 

 

Indikator 3.1.1. : Seluruh kayu bulat yang ditebang /dipanen atau yang dipanen/ 
dimanfaatkan telah di–LHP-kan. 
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Verifier Memenuhi/ 

Tidak 
Memenuhi/ 

Not Applicable 

Ringkasan Justifikasi 

Dokumen LHP yang 
telah disahkan oleh 
pejabat yang berwenang. 

Memenuhi Terdapat Ganis PKB sebanyak 3 Personil yang 

peruntukkannya sesuai dengan SK penetapan 

Direksi yaitu Pembuat LHP 1 Orang, Penerbit 

SKSHHK 1 Orang dan Penerima Kayu Bulat 1 

Orang sesuai dengan SK dan Kartu Ganisnya 
 

 
 

Terdapat Buku Ukur Hasil Produksi kayu dan 

dokumen LHP secara manual maupun melalui 

SIPUHH Online. 

LHP telah disahkan dan diterbitkan melalui 

sistem SIPUHH Online sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku yang dibuat oleh 

Ganis PHPL Penerbit LHP atas nama Agus 

Sukisno Register Nomor 00647-8/PKB-

R/XII/2016. Total LHP selama Periode audit 

1.184 Btg 4.345,88 M3 

Berdasarkan laporan Mutasi Kayu Bulat 

terdapat stok kayu sebanyak 1.184 Batang 

4.345,88 M3. Kemudian dilakukan Uji Petik 

pengukuran kayu dilakukan TPK Hutan pada 

koordinat N 000 16’ 50,7” E 1120 06’ 30,2” 

Hasil uji petik menunjukkan kesesuaian hasil 

pengukuran uji petik dan hasil pengukuran 

LHP dengan selisih volume sebesar 2,19 % dan 

tidak ada perbedaan jenis. 

Nomor Batang di LHP dan barcode kayu dapat 

ditemukan di TPK Hutan seperti berikut. 

1 Agus Sukisno Pembuat LHP 00674-8/PKB-R/XVII/2016 02/BDK-DIR/XII/2016 19 Desember 2019 Terdaftar di SIPUHH Online

Penerbit SKSHHK 00674-8/PKB-R/XVII/2016 04/BDK-DIR/XII/2017 19 Desember 2019 TPK Hutan

Penerbit SKSHHK 00674-8/PKB-R/XVII/2016 06/BDK-DIR/XII/2017 19 Desember 2019 TPK Antara 1 Pala Kota

2 Mulyono Ngastari Penerbit SKSHHK 00207-10/PKB-R/XVII/2012 08/BDK-DIR/XII/2017 30 Juni 2019 TPK Antara 2 Desa Baru

3 Diyon M. P3KB 00198-10/PKB-R/XVII/2012 05/BDK-DIR/XII/2017 30 Juni 2019 TPK Antara 1 Pala Kota

P3KB 00198-10/PKB-R/XVII/2012 07/BDK-DIR/XII/2017 30 Juni 2019 TPK Antara 2 Desa Baru

Masa Berlaku KeteranganNo Nama Jabatan Register No SK
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PRINSIP 3 : Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu bulat. 

 

Kriteria 3.1. : Pemegang izin menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari 
Tempat Penimbunan Kayu (TPK) hutan ke TPK Antara dan dari TPK 
Antara ke 
industri primer hasil hutan (IPHH)/pasar, mempunyai identitas fisik 
dan 
dokumen yang sah. 

 

Indikator 3.1.2. : Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat 
keterangan sahnya hasil hutan. 

 

Verifier Memenuhi/ 

Tidak 
Memenuhi/ 

Not Applicable 

Ringkasan Justifikasi 

Surat keterangan sahnya 
hasil hutan dan 
lampirannya dari : 
- TPK hutan ke TPK 

Antara, 
- TPK hutan ke industry 

primer dan/atau 
penampung kayu 
terdaftar, 

- TPK Antara ke 
industri primer hasil 
hutan dan/atau 

Memenuhi Terdapat SK TPn dalam dokumen 

RKTUPHHK-HA tahun 2016 yang telah 

disahkan oleh Ka. Dishut Prov. Kalbar Nomor 

89/Kpts-II/BPHAP/2016 tanggal 28 April 

2016. 

Terdapat SK Direksi PT. BDK Nomor 

SK.01/BDK-DIR/XI/2016 tanggal 25 

November 2016 yang menetapkan lokasi TPK 

Antara  sebagai berikut : 

- TPK Antara I di Pala Kota Kec. Seberuang 

Kab. Kapuas Hulu pada koordinat N 000 

01/LHP/BLOK-KB/BDK/2016 418

TgL. 28 / 12 / 2016

01/LHP/PWH-KB/BDK/2016 457

TgL. 29 / 12 / 2016

01/LHP/BLOK-KB/BDK/2016 417

TgL. 28 / 12 / 2016

01/LHP/BLOK-KB/BDK/2016 422

TgL. 28 / 12 / 2016

01/LHP/BLOK-KB/BDK/2016 668

TgL. 28 / 12 / 2016

01/LHP/BLOK-KB/BDK/2016 448

TgL. 28 / 12 / 2016

1

2

3

No
Foto Log di TPK 

Hutan 
No LHP No. Barcode

No Batang/ 

Produksi

1605C32BDKZ0000000000003993

1605C32BDKZ0000000000000212

1605C32BDKZ0000000000003195

4 1605C32BDKZ0000000000003287

5 1605C32BDKZ0000000000001959

6 1605C32BDKZ0000000000003214
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penampung kayu 
terdaftar 

21’ 54,83”  E 1110 56’ 51,94” 

- TPK Antara II (Logpond Antara) di Desa 

Baru Kec. Silat Hilir Kab. Kapuas Hulu 

pada koordinat N 000 23’ 41,68”  E 1110 50’ 

21,91” 

Terdapat Ganis PKB Penerbit  SKSHHK di TPK 

Hutan dan TPK Antara I Pala Kota atas nama 

Agus Sukisno Register Nomor 00674-8/PKB-

R/XVII/2016 sesuai dengan SK Direksi PT. 

BDK No SK.04/BDK-DIR/I/2017 dan No 

SK.06/BDK-DIR/I/2017 

Terdapat Ganis PKB Penerbit SKSHHK di TPK 

Antara Desa Baru atas nama Mulyono Ngastari 

Register Nomor 00207-10/PKB-R/XVII/2012 

sesuai dengan SK Direksi PT. BDK No 

SK.08/BDK-DIR/I/2017 

Terdapat Ganis PKB Petugas Pemeriksa dan 

Penerima Kayu Bulat di TPK Antara I Pala 

Kota dan TPK Antara Desa Baru atas nama 

Diyon M. dengan Register Nomor  00198-

10/PKB-R/XVII/2012 sesuai dengan SK 

Direksi PT. BDK No SK.05/BDK-DIR/I/2017 

dan No SK.07/BDK-DIR/I/2017 

PT. BDK sampai saat audit belum melakukan 

pengangkutan kayu namun telah memiliki 

sarana prasarana dan SDM yang cukup sesuai 

dengan ketentuan dan telah menjalankan Tata 

Usaha Kayu dengan sistem SIPUHH Online  

 

PRINSIP 3 : Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu bulat. 

 

Kriteria 3.1. : Pemegang izin menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari 
Tempat Penimbunan Kayu (TPK) hutan ke TPK Antara dan dari TPK 
Antara ke 
industri primer hasil hutan (IPHH)/pasar, mempunyai identitas fisik 
dan 
dokumen yang sah. 

 

Indikator 3.1.3. : Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari pemegang IUPHHK-HA. 
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Verifier Memenuhi/ 

Tidak 
Memenuhi/ 

Not Applicable 

Ringkasan Justifikasi 

a. Tanda-tanda PUHH/ 
barcode pada kayu 
bulat dari pemegang 
IUPHHK-HA bisa 
dilacak balak. 

Memenuhi Hasil pengecekan lapangan pada batang kayu 

terdapat label barcode warna kuning hasil 

SIPUHH Online dan dapat dibaca dengan 

barcode scanner. 

Label plastik ecolin warna merah yang 

terdapat di bontos menjelaskan identitas kayu 

bulat berupa nomor batang.  

Hasil uji petik lacak balak dapat ditelusuri asal 

usul kayu pada LHP serta tunggul di lapangan. 

 

b. Identitas kayu 
diterapkan secara 
konsisten oleh 
pemegang izin. 

Memenuhi Pengecekan pada sistem SIPUHH Online 

untuk mengetahui dan melacak keberadaan 

kayu dapat dilakukan karena sudah terdapat 

penerapan sistem Tata Usaha Kayu yang benar 

sesuai dengan ketentuan dan kayu dapat 

dilacak balak sampai ke tunggul. 

Terdapat pemahaman yang dimiliki oleh 

petugas ganis PKB di lapangan tentang 

penerapan identitas kayu sesuai dengan 

LU BT

01/LHP/BLOK-KB/BDK/2016 487 PT. BDK RKT 2016

Petak : D 11

TgL. 28 / 12 / 2016 No. Pohon : 510

Jenis Pohon : MP

Diameter : 90

01/LHP/BLOK-KB/BDK/2016 471 PT. BDK RKT 2016

Petak : D 11

TgL. 28 / 12 / 2016 No. Pohon : 273

Jenis Pohon : KPR

Diameter : 90

01/LHP/BLOK-KB/BDK/2016 636 PT. BDK RKT 2016

Petak : D 11

TgL. 28 / 12 / 2016 No. Pohon : 322

Jenis Pohon : MM

Diameter : 60

01/LHP/BLOK-KB/BDK/2016 627 PT. BDK RKT 2016

Petak : D 11

TgL. 28 / 12 / 2016 No. Pohon : 298

Jenis Pohon : MM

Diameter : 85

01/LHP/BLOK-KB/BDK/2016 470 PT. BDK RKT 2016

Petak : D 11

TgL. 28 / 12 / 2016 No. Pohon : 376

Jenis Pohon : BKR

Diameter : 100

01/LHP/BLOK-KB/BDK/2016 628 PT. BDK RKT 2016

Petak : D 11

TgL. 28 / 12 / 2016 No. Pohon : 374

Jenis Pohon : MM

Diameter : 85

01/LHP/BLOK-KB/BDK/2016 623 PT. BDK RKT 2016

Petak : D 11

TgL. 28 / 12 / 2016 No. Pohon : 249

Jenis Pohon : MK

Diameter : 110

01/LHP/BLOK-KB/BDK/2016 483 PT. BDK RKT 2016

Petak : D 11

TgL. 28 / 12 / 2016 No. Pohon : 459

Jenis Pohon : MM

Diameter : 85

01/LHP/BLOK-KB/BDK/2016 473 PT. BDK RKT 2016

Petak : D 11

TgL. 28 / 12 / 2016 No. Pohon : 598

Jenis Pohon : KPR

Diameter : 65

01/LHP/BLOK-KB/BDK/2016 469 PT. BDK RKT 2016

Petak : D 11

TgL. 28 / 12 / 2016 No. Pohon : 486

Jenis Pohon : BKR

Diameter : 60

2 1605C32BDKZ0000000000000093

000 14' 15,3' 1120 10' 19,4'

No No LHP No. Barcode
No Batang/ 

Produksi

Keterangan Label 

ITSP di Tunggul

Koordinat

1 1605C32BDKZ0000000000000166

000 14' 14,4' 1120 10' 18,4'

3 1605C32BDKZ0000000000000106

000 14' 15,6' 1120 10' 19,0'

4 1605C32BDKZ0000000000000099.01

000 14' 15,8' 1120 10' 18,4'

5 1605C32BDKZ0000000000000124

000 14' 16,1' 1120 10' 19,0'

6 1605C32BDKZ0000000000000123

000 14' 16,6' 1120 10' 19,0'

1120 10' 21,4'

1605C32BDKZ0000000000000086

1605C32BDKZ0000000000000149

1605C32BDKZ0000000000000187

1605C32BDKZ0000000000000157

000 14' 16,9' 1120 10' 18,9'

000 14' 15,0' 1120 10' 21,9'

000 14' 17,0' 1120 10' 22,1'

7

8

9

10

000 14' 17,4'
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ketentuan yang berlaku. 

Penatausahaan hasil hutan pada PT BDK telah 

sesuai dengan ketentuan dan memungkinkan 

untuk dilakukan lacak balak serta diterapkan 

secara konsisten di lapangan 

 

PRINSIP 3 : Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu bulat. 

 

Kriteria 3.1. : Pemegang izin menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari 
Tempat Penimbunan Kayu (TPK) hutan ke TPK Antara dan dari TPK 
Antara ke 
industri primer hasil hutan (IPHH)/pasar, mempunyai identitas fisik 
dan 
dokumen yang sah. 

 

Indikator 3.1.4. : Pemegang izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke 
luar TPK. 

 

Verifier Memenuhi/ 

Tidak 
Memenuhi/ 

Not Applicable 

Ringkasan Justifikasi 

Arsip SKSKB dan 
dilampiri Daftar Hasil 
Hutan (DHH) untuk 
hutan alam, dan arsip 
FAKB dan lampirannya 
untuk hutan tanaman 

Memenuhi Selama Periode Audit PT. BDK belum 

melakukan penerbitan dokumen SKSKB atau 

SKSHHK dari TPK Hutan ke TPK Antara I di 

Pala Kota atau ke TPK Antara II di Desa Baru 

Logpond Sungai Kapuas.  

Namun demikian PT. BDK telah memiliki 

sarana prasarana dan SDM yang cukup sesuai 

dengan ketentuan dan telah menjalankan Tata 

Usaha Kayu dengan sistem SIPUHH Online 

SKSKB dan/ atau SKSHHK atau dokumen 

Angkutan dari TPK Hutan ke TPK Antara 

diterbitkan oleh petugas ganis PKB melalui 

sistem SIPUHH Online dengan petugas 

Penerbit yang telah didaftarkan yaitu atas 

nama : 

- Agus Sukisno Register Nomor 00674-

8/PKB-R/XVII/2016 sesuai dengan SK 

Direksi PT. BDK No SK.04/BDK-

DIR/I/2017 dan No SK.06/BDK-
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DIR/I/2017 

- Mulyono Ngastari Register Nomor 00207-

10/PKB-R/XVII/2012 sesuai dengan SK 

Direksi PT. BDK No SK.08/BDK-

DIR/I/2017 

 

PRINSIP 3 : Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu bulat. 

 

Kriteria 3.2. : Pemegang izin telah melunasi kewajiban Pungutan pemerintah yang 
terkait dengan kayu. 

 

Indikator 3.2.1. : Pemegang izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan 
atau Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH). 

 

Verifier Memenuhi/ 

Tidak 
Memenuhi/ 

Not Applicable 

Ringkasan Justifikasi 

a. Dokumen SPP (Surat 
Perintah Pembayaran) 
DR dan/atau PSDH 
telah diterbitkan. 

Memenuhi Terdapat dokumen SPP DR dan/atau PSDH 

yang diterbitkan melalui sistem SI PNBP 

SIMPONI.  

Total SPP yang diterbitkan selama Periode 

Penilaian sbb.: 

SPP DR sebesar US $ 70.270,05 

SPP PSDH sebesar Rp 320.456.800,00 

b. Bukti Setor DR 
dan/atau PSDH. 

Memenuhi Terdapat dokumen bukti setor pada Bank 

Mandiri untuk penyetoran DR dan/atau PSDH 

sesuai tagihan SPP. Pembayaran dilakukan 

dengan transfer sesuai dengan kode billing SI 

PNBP yang diterbitkan. 

Total pembayaran yang telah dilakukan 

selama penilaian sbb.: 

Bukti Setor DR sebesar US $ 70.270,05 

Bukti Setor PSDH sebesar Rp 320.456.800,00 

c. Kesesuaian tarif DR 
dan PSDH atas kayu 
hutan alam (termasuk 
hasil kegiatan 
penyiapan lahan 
untuk pembangunan 
hutan tanaman) dan 

Memenuhi Pengecekan kesesuaian tariff DR dan PSDH 

sesuai dengan ketentuan tariff yang berlaku 

untuk wilayah Kalimantan dengan jenis dan 

volume atau ukuran yang ada. 

- P.68/Menhut-II/2014 

- PP No 12 Tahun 2014 
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kesesuaian tarif PSDH 
untuk kayu hutan 
tanaman. 

 

PRINSIP 3 : Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu bulat. 

 

Kriteria 3.3. : Pengangkutan dan perdagangan antar pulau. 

 

Indikator 3.3.1. : Pemegang izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki 
pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT). 

 

Verifier Memenuhi/ 

Tidak 
Memenuhi/ 

Not Applicable 

Ringkasan Justifikasi 

Dokumen PKAPT Not Applicable Sesuai dengan Dokumen RKUPHHK-HA dan 

penjelasan dari MR Bp Agus Candra 

menerangkan bahwa PT. BDK tidak 

memasarkan kayu ke luar pulau Kalimantan 

dan hasil hutan kayu digunakan untuk 

memenuhi kebutuhan bahan baku bagi 

industri yang ada di Kalimantan Barat. 

 

PRINSIP 3 : Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu bulat. 

 

Kriteria 3.3. : Pengangkutan dan perdagangan antar pulau. 

 

Indikator 3.3.2. : Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang 
berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah. 

 

Verifier Memenuhi/ 

Tidak 
Memenuhi/ 

Not Applicable 

Ringkasan Justifikasi 

Dokumen yang 
menunjukkan identitas 
kapal. 

Not Applicable PT. BDK belum melakukan pengangkutan 

kayu dengan menggunakan kapal baik 

tongkang maupun kapal penarik atau pun 

rakit sehingga tidak menggunakan kapal 

angkutan. 
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PRINSIP 3 : Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu bulat. 

 

Kriteria 3.4. : Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal. 

 

Indikator 3.4.1. : Implementasi Tanda V-Legal. 

 

Verifier Memenuhi/ 

Tidak 
Memenuhi/ 

Not Applicable 

Ringkasan Justifikasi 

Tanda V-Legal yang 
dibubuhkan sesuai 
ketentuan. 

Memenuhi PT. BDK saat verifikasi tidak memiliki 

dokumen Surat Perjanjian Sub Lisensi 

Penggunaan Tanda V-Legal dan Sertifikat VLK 

dan saat ini PT. BDK sedang dalam proses 

sertifikasi VLK 

 

PRINSIP 4 : Pemenuhan aspek lingkungan dan social yang terkait dengan 
penebangan. 

 

Kriteria 4.1. : Pemegang izin telah memiliki dokumen lingkungan (Analisa Mengenai 
Dampak Lingkungan (AMDAL)/ Dokumen Pengelolaan dan 
Pemantauan Lingkungan (DPPL)/ Upaya Pengelolaan Lingkungan 
(UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL)) dan melaksanakan 
kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tersebut. 

 

Indikator 4.1.1. : Pemegang izin telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan 
sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya. 

 

Verifier Memenuhi/ 

Tidak 
Memenuhi/ 

Not Applicable 

Ringkasan Justifikasi 

Dokumen 
AMDAL/DPPL/UKL-
UPL/RKL-RPL. 

Memenuhi Seluruh areal konsesi PT. Bakti Dwipa Kariza 

merupakan bekas areal PT. Harjohn Timber 

Limited sehingga hanya wajib menyusun RKL 

dan RPL.   

SEL PT. Harjohn Timber Limited disusun 

untuk areal seluas 161.000 Ha. Dokumen 

tersebut telah disetujui Komisi Pusat Amdal 

Departemen Kehutanan Nomor: 167/DJ-
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VI/AMDAL/95 tanggal 16 Agustus 1995.  

Dokumen RKL dan RPL CV. BDK telah 

disetujui dan disahkan oleh Kepala Dinas 

Pertambangan Energi dan Lingkungan Hidup 

Kabupaten Kapuas Hulu (Drs. Mukhlis NIP. 

100 005 526) pada Februari 2002. 

 

PRINSIP 4 : Pemenuhan aspek lingkungan dan social yang terkait dengan 
penebangan. 

 

Kriteria 4.1. : Pemegang izin telah memiliki dokumen lingkungan (Analisa Mengenai 
Dampak Lingkungan (AMDAL)/ Dokumen Pengelolaan dan 
Pemantauan Lingkungan (DPPL)/ Upaya Pengelolaan Lingkungan 
(UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL)) dan melaksanakan 
kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tersebut. 

 

Indikator 4.1.2. : Pemegang izin memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang 
menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan 
dan menyediakan manfaat sosial. 

 

Verifier Memenuhi/ 

Tidak 
Memenuhi/ 

Not Applicable 

Ringkasan Justifikasi 

a. Dokumen RKL dan 
RPL. 

Memenuhi Kegiatan pengelolaan dan pemantauan 

lingkungan yang direncanakan dalam 

dokumen RKL dan RPL dan telah mengacu 

kepada hasil evaluasi dampak penting dalam 

dokumen Studi Evaluasi Lingkungan (SEL) 

 

b. Bukti pelaksanaan 
pengelolaan dan 
pemantauan dampak 
penting aspek fisik 
kimia, biologi dan 
sosial. 

Memenuhi Terdapat laporan pelaksanaan dan 

pemantauan lingkungan yang dibuat dan 

ditandatangani oleh Agus Candra (Manager 

Camp) pada Desember 2016.  

Laporan tersebut telah diserahkan ke pihak 

yang berwenang yang dibuktikan dengan  

surat  Nomor 02/BC-BDK/KL/XII/2016 dan 

terdapat stempel/cap Dinas Kehutanan 

Propinsi Kalimantan Barat dan paraf  yang 

menunjukkan bahwa dokumen telah diterima. 
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PRINSIP 5 : Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan. 

 

Kriteria 5.1. : Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). 

 

Indikator 5.1.1. : Prosedur dan Implementasi K3. 

 

Verifier Memenuhi/ 

Tidak 
Memenuhi/ 

Not Applicable 

Ringkasan Justifikasi 

a. Pedoman/prosedur 
K3. 

Memenuhi PT. Bakti Dwipa Kariza memiliki sedikitnya 27 

jenis dokumen SOP untuk berbagai kegiatan 

operasional mulai dari kegiatan perencanaan 

hingga penyaradan.  

Keputusan Camp Manager PT. Bakti Dwipa 

Kariza Nomor: 04/SK-BC/BDK/IV/2016 

tentang Penetapan Struktur Organisasi 

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) 

IUPHHK PT. Bakti Dwipa Kariza yang 

ditetapkan tanggal 6 April 2016. Berdasarkan 

keputusan tersebut struktur organisasi K3 PT. 

Bakti Dwipa Kariza terdiri dari Penanggung 

Jawab (Camp Manager), Koordinator 

Administrasi (Nugroho Tandiono) dan 

Koordinator Operasional (Jaya Maulana). 

 

b. Ketersediaan peralatan 
K3. 

Memenuhi Terdapat Daftar peralatan K3 dibuat dan 

ditandatangani oleh Jaya Maulana (Pelaksana 

Operasional) tanggal 1 Desember 2016, 

diketahui oleh Agus Candra Pramudiana 

(Camp Manager). 

Berdasarkan dokumen tersebut sarana dan 

prasarana K3 yang dimiliki perusahaan terdiri 

dari kotak P3K, helm, sarung tangan, safety 

boots, kacamata las, masker, tabung pemadam 

api dan radio komunikasi 

c. Catatan kecelakaan 
kerja. 

Memenuhi Terdapat Laporan Kecelakaan Kerja PT. BDK 

bulan Mei – Desember 2016 

Semua dokumen tersebut dibuat oleh Jaya 

Maulana selaku Pelaksana Operasional. 

Berdasarkan dokumen laporan tersebut, 
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selama kurun waktu Mei s/d Desember 2016 

tidak pernah terjadi kecelakaan kerja di PT. 

Bakti Dwipa Kariza 

 

PRINSIP 5 : Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan. 

 

Kriteria 5.2. : Pemenuhan hak-hak tenaga kerja. 

 

Indikator 5.2.1. : Kebebasan berserikat bagi pekerja. 

 

Verifier Memenuhi/ 

Tidak 
Memenuhi/ 

Not Applicable 

Ringkasan Justifikasi 

Serikat pekerja atau 
kebijakan perusahaan 
(auditee) yang 
membolehkan untuk 
membentuk atau terlibat 
dalam kegiatan serikat 
pekerja. 

Memenuhi Terdapat Surat Edaran Direksi PT. KDP Nomor 

07/BDK-DIR/PTK/V/2016 yang 

ditandatangani oleh Direktur Utama atas nama 

Ricky Helfrandi tanggal 24 Mei 2016.  

Surat tersebut yang menyatakan bahwa 

perusahaan memberikan kebebasan kepada 

karyawan/karyawati PT. Bakti Dwipa Kariza 

untuk membentuk serikat pekerja 

 

PRINSIP 5 : Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan. 

 

Kriteria 5.2. : Pemenuhan hak-hak tenaga kerja. 

 

Indikator 5.2.2. : Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan 
(PP) yang mengatur hak-hak pekerja. 

 

Verifier Memenuhi/ 

Tidak 
Memenuhi/ 

Not Applicable 

Ringkasan Justifikasi 

Ketersediaan Dokumen 
KKB atau PP 

Memenuhi Terdapat dokumen Peraturan Perusahaan PT. 

Bakti Dwipa Kariza yang terdiri dari 18 Pasal 

dan mengatur tentang hubungan kerja antara 

perusahaan dengan karyawannya.  

Peraturan Perusahaan tersebut telah 

didaftarkan ke Instansi berwenang di Dinas 






